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ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan (mdshondeling) merupakan suatu tindak
pidana yang dituqukan terhadap tubuh manusia (misdreiiven fegen her 1), Tindak
pilana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 s/d 358 Bab XX buku 11 KUHP yvang
menyatakan adanva unsur barang siapa, sengaja menimbulkan perasaan {idak
enak. sengaja menimbulkan rasa sakit, senpgaja merusak kesehatan, sengaja
memmbulkan luka ringan atau Juka berat. apabila dalam kenyataannya tersebut si
korban sampal meninggal dunia maka bal tersebut adalah akibat vang tidak
diinginkan oleh si pelaku terhadap korbannya, Untuk menvatakan seseorang
didakwa melakukan tindak pidana penganiayvaan harus dapatl dibekiikan melalui
pembuktian di sidang pengadilan. Sebagai alal bukti yang utama keterangan saksi
menjadi acuan bagi hakim unluk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa.
Tidak ada swvatu perkara pidana vang luput dari pembuktian dengan alat bukt
keterangan saksi. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan beberapa
rumusan permasalaban vatu ;1) Apa sajakab jenis tindak pidana penganiayaan
vang diadili di Pengadilan Negeri Padang, 2) Bagaimanakah peranan keterangan
sakst sebagar alal bukn dalam penvelesalan tindak pidana penganiavaan di
Pengadilan Megen Padang. 3) Apa sajakah hal-hal yang diperhatikan oleh hakim
dalam menilai keterangan saksi sebagai alal bukii di persidangan. Dalam
penulisan sknpst ind, penelitian yang dilakukan bersitan deskriptif vaitu cara
penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yvang
diteliti dengan pendekatan vuridis sosiologis penerapan hukum di lapangan oleh
penepak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperaleh data primer dan data
sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, Hasil penelitian
menunjukkan babwa 1) Jems tindak pidana penpaniayaan yang diadili di
Pengadilan Negen Padang dan tahun 2006 sampai 2007 adalah tindak pidana
penganiayaan biasa, tindak pidana penganiayasn berencana dan tindak pidana
penganiayaan berat. 2) Peranan keterangan saksi dalam penvelesaian tindak
pidana penganiavaan adalah sebagai sumber informasi bagi hakim untuk
menerangkan alat bukti lainnya. 3) Hal-hal vang diperhatikan oleh hakim dalam
mentlar Keterangan sakst sebagni alat buktl dalam menjatubkan putusan adalah
{2) Stkap dan tata cara saksi duduk. (b) Sikap dan tata cara saksi berbicara waktu
membenkan kelerangan, (c) Persesuaian antara jawaban peranyaan pertama
dengan pertanyaan bertkumya. (d) Persesuaian antara keterangan saksi tersebut
dengan sakst yang sudab diperiksa, (e)Kemudian kevakinan hati nurani hakim it
sendirl, apakah saksi dapat dipercaya atau tidak denpan melibat atan menilai
kejujuran saksi atau kesusilaannya.



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengadilan merupakan lembaga negara vang  menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan membaniu
mencari kebenaran materil terhadap suatu tindak pidana vang terjadi dalam
musvarakat., Selain itu pengadilan juga memiliki organ penyelenggara
kekuassan kehakiman vang disebut dengan hakim. Dan hakim inilah yvang
akan menjalankan  fungsi  kekuasaan  Kehakiman dalam  menepakkan
keadilan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila dengan sckurang-kurangnya 2 alatl bukti yang sah ia memperoleh
kevakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan hahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannva (vide Pasal 183 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP).

sebagal  aturan umum feeserad  rufel  darl  prinsip minimum
pembuktian, diatur dalam Pasal 183 KUHAP terschut. perlu diingat
beberapa asas vang diatur pada pasal-pasal lain vang bertujuan umuok ebih
menegaskan prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHAP antara lain
Pasal 185 ayal {2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk
membukiikan  bahwa  terdakwa  bersalah  terhadap  perbualan  yang
didakwakam kepadanya, Asas ini lazim disingkat dengan istilah; satu saksi

tidak merupakan sabsi Tweuy fesiiv midius testis”. Dan Pasal 189 avat (4),



Kelerangan atau pengakuan terdakwa reonfession by on accused) saja lidak
cubup membuktikan kesalahan rerdakwa.

Keberhasilan  suatu proses pemeriksaan perkara pidana sangal
tergantung kepada alat bukii yang dimunculkan di sidang pengadilan, karena
pulusan hakim harus diambil berdasarkan hal-bal vang lerbukti di sidang
pengadilan, Dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di nepara kit alat
bukil yang sah diatur dalam Pasal 184 ayar (1) KUHAP. vang menentukan
bahwa :

alal bukli vang sah ialah :

1. Keterangan saksi;

[

Keterangan ahli;

Surat;

[FE)

4. Petunjuk:
5. Keterangan lerdukwa,

Ditempatkannya keterangan saksi pada urotan pertama dari kelima
alat bukti yang sah menurat pasal tersebul, menunjukan bahwa Keterungan
saksi adalah alat bukti yang wtama dan penting dalam proses pembuktian
suatu perkara pidana. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, alat bukii ini
pun menjadi alat bukti yang pertama kali diperiksa. sebelum alat bukii
lainaya.'

Kelerangan saksi menurut Pasal | butir 27 KUHAP adalah salah satu
alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai

suatu peristiwa pidana vang ia dengar sendiri, in lihat sendiv, dan‘atan ia

alami sendirl dengan menvebulkan alasan dari pengetahuannya it

' Shinta Agusting, Mensin Porlindutipan S
Fane fdeal, Padang @ FHLUIA, 2003, hal, |
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